
I. Undang-Uudang Nomor 14 Tahun 1950 temang Pembcntubn Daeroh 
daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Ojawa Bara, ( Berita ,egara 
Tahon 1950 J. 

2. Undang · Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Repoblik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Repub!ik locloocsia 
Nomor 38 L 7). 

3. Undang-l'ndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonlrUksi (lembatan 
Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 5-1. Tarnbahan Lembaraa 
Nega.ra Republik Indonesia Nomor 3833): 

~- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ••ntong Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bcbas dari Konipsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 7S. Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3851) : 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7S. 
Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 38SJ); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247): 

: a. bahwa unlllk melaksanakan Peraruran Daerah Kebcpaten Bekasi Nomor 9 
Tahun 2013 Tenrang Penataan dan Retribusi Pengendalian Mcnara 
Telekcmunlkasi di Kabuparen Bekasi. perlu diatur Pctunjuk Pehlsanaan: 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 
perlu menerapkan Peraturan Bupati 1entang Perunjuk Pelaksanaan 
Penataac dan Retribusi Pengendalian ~·lenara Telekomunikasi, 

BUPATI BEKASI, 

Mengingat 

Menimbang 

- 'I 

PETUNJUK PELAKSANAAN 
RETRIBUSI PENGENDAUAN MENARA TELEKOMUNlKASI DI KABUPATD: BEKASI 

l NOMOR 41 TAHUN 2014 

TENT ANG 

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI 



.?. 

18. Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor4579: 

• 

7. Lndang-Undang Xomor JZ Tabun ZOO. temane Pemerintah.m Da¢rah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 200-!Nomor 125. Tambahan 
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana ielab 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
T ahun 2008 tentang Perubahan Kcdua alas Und.w.a·U~ Nomor 32 
Tahun 2004 rentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpubltl­ 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4724): 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 1en1ang Penanamao Modal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 67. 
Tarnbahan Lembaran Negara Re-pub(ik lndonesia Nomor "4724): 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentaag Pcnaiaan Ruang 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~725): 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. 
Tambahaa Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5038): 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 
Nomor 130, 1 ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049): 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun :?009 lentang Perliodungan d.an 
Pengelolaan Lingkungan Hidup {Lcmbaran N~ Rq,ublil Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 33.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4988); 

13. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 temang Pembeolukan Peraturan 
Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman ~lodal 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. 
Tambaban Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4724): 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 temang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi (Lembarao Negara Republik Indonesia Tahuo 2000 
Nomor 107.Tambahan Lombaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3980) ; 

IS. Peraturan Pemerinieh Nomor 53 Tabun 2000 tentang Peoggunaan 
Spektnuu Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Kegara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 108.Tarabahan Lembaran Negara Republil. 
Indonesia Nomor 3981): 

16. Peraruran Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 teomng Pel3l<.sanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 lentang ll~ GedunQ 
(Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tabuo 2005 Nomor 108. 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia >loroor 4532): 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahuo 2005 1entang Pedomllll Pernbinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemcrintahao Dserah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahao Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4593: 

- 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentane Urusan 
Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Oaenlb Kabup:uen Bekasi 
Tahun 2008 Nomor6): 

33. Peraruran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tabun 2009 
tentang Pengendalian Pernanfaatan Ruang dan Retribu>i izin Pemanfaatan 
Ruang ( lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 9 ): 

lnformatika 
Pelaksanaan 

26. Pc-raturan Menterl Komunikasi dan 
Nomor : 23/VERIM.KOMl"IF0104109 tentang Pedoman 
Urusan Pemcrintah Sub Bidang Posdan Telekomunikasi: 

27. Peraturan Merueri Dalam Negeri No!TlQr 27 Tahun 2009 tcotang Pedoman 
Penetapan lzin Gangguan di Daerah : 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
rernang Pembenrukan Produk Hukum Daerah; 

29. Peraturan Mentcri Perhubungan Nomor : KM 21 Tahun 2001 
tentang Penyelengaraan Jasa Telekomunikasi: 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahunl996 tentang i2in 
Mendirikan Bangunan di Wila)11h Knbupatcn Daerah Tingkai U Bckasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1991 Nomor 3 Seri B ): 

JI. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 T ahun 2009 
tentang Pembenrukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabopaten 
8ekasi Tahun 2009 Nomor 2) • 

21. Peraturan Pemenntab Nomor 69 Tabun 2010 tentang Tau Cara Pemberian 
dan Pernanfaatan lnsentif Pemuogutan Pajak Dae:rah dan Rcuibusi Daereh 
( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161): 

22. Peraruran Pemedrnah Nomor 27 Tahun 2013 tentang lzio Lingl..-ungan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor -IS. 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285 ): 

23. Peraturan Pemerilltah Nomor 8 Tabuo 2013 tentang Ketelitian Pet Reocana 
Tata Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 8.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993 ): 

24. Peraturan Menteri Komunikas daa lnfonnatika Republik Indonesia 
Nomor 02/PERlM.KOM/0312008 rentana Pedoman Pembaneunan dan - 0 Penggunaan Mcnara Telekomunikasi Bersama: 

25. Peraturan Bersama Menteri dalam Negerl. Menteri Pekerja.:m Umurn. 
Mcntcri Komunikasi dan lnformarika dan Kepala Kordinasi Badan 
Penanaman Modal Nomor 19 I PER 1 M I KOMINFO I 03 I 2009: 
Nomor 3 /V/2009 tcntang Pedoman Pembangunan Bersama Menara 
1 elekomunikasi ; 

lq, Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiaa Urusan 
Pemerintab antara Pemerin!ah Daerah Provinsi dan Pemcrintah Daerah 
Kabupaten/Kota ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tai,un 2007 
Nomor 82.Taml>ahan Lembaran Negara Republik Indonesia ;'/omor 4737): 

20. Peramran Pcmerintah Nomor ~S Tahun 2008 tcntang Pc-oycle~an 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndooesia Tabun 2010 
Nomor 21. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5103); 
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Daerah adalah Kabupaten Bekasi, 
Pemerinmh Dacrah adalah Pernerintah Kabupaten Bekasi. 
Bupati adalah Bupati Bekasi. 
Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah yang selaojumya disingkat DPRD adalab Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adaloh Organisasi 
Perangkat Daer:i_h yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Tekkomwikasi 
dan lnformatika, di Bidang Bangunan dan di Bidang Tata Ruang dan Permukiman. 

6. Menara Telekomunikasi yang selanjumya disebut menara, adalnh bangun- b:mgunan untuk 
didirikan diatas tanah atau bangunan yang mcrupakan satu kesarean kontruksi dengan 
bangunan gedung yang struktur fisiknya dapal berupa mnglra baja yang diib! olfh 
berbagai simpul atau berupa benruk tunggal tanpa sampul, dimana fungsi. desain dan 
kontruksinya disesuaikan sebagai sarana pcnunjang menempatkan menara telekomunikasi. 

7. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yag digunakan secant bersama- sama oleh 
operator pcnyelenggara telekomunikasi. 

S. Penyelenggara Telekomunikasi adalah persccreagan. koperasi, badaa usaha milik daerah, 
badan usaha milik negara, badan usaha swasta. instansi pemerintah dan instansi pertahanan 
keamanan negara. 

9. Telckomunikasi adalah senap pemaacaran. pengiriman dan atau penerimaan dari se<iap 
informasi dalam benruk tanda- tanda, isyarat, tulisan. gambar, suara, dan bunyi melalui 
sistcm kawnt, optic. radio atau sistem elekromagnetik lainnya . 

I. 
2. 
' ,. 
4. 

I 
....... 5 . 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

BABI 
KETETIUAN UJ\!UM 

.. 

MEMUTUSKAN : 

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 
TELEKOMUNlKASI DI KABUPATEK BEKASI. 

Menetapkan 

J~ Peraturan D.k'T<lh Kabupaten Bekas, ~omor 6 Tahun !011 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2011 Nomor 5); 

35 Peraruran Daerah Kabupatcn Bekasi Nornor 12 T ahun 2011 ten tang 
Rcncana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Beka.si 2011 - 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 201 l Nomor 12): 

J6. Peraruran Dacrab Kabupatcn Bekasi Nomor 4 Tabun 2012 tcntan.g 
Ketcrtiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tabun 2012 
Nomor 4): 

)7. Peraruran Daerah Kabupaten Bekasi Komor 8 Tahun 2012 tenmng 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Doerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daereh Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 9); 

38. Peraturon Daerah Kabupaten Bc.kasi Noruor 9 T:Wun 2013 1cnt3.n.g 
Penataan dan Retribusi Pengendalian Mcnara Telekomunikasi di 
Kabupaten Bekasi ( Lembaran Daerah Kabupatcn Bekasi Tahua 2013 
Nomor9 ). 



' 

(I) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam 
benuik pelaporan, pemanrauan dan evejcasi terhadap pencrbito.n periziaan serta pelak.sanaan 
pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi. 

(2) Pengendalian penyelenggaraan mcnara telekomunikasi meliputi penertiban pembaugunan 
dan pcmelibaraan menara telekomunikasi serta penyelcn.ggaraan meeera 1elekomtmikasi 
yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraruran Perundang-undangan yang bcrlak-u. 

(3) Kegiatan pcnertiban sebageimena dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelenggaraan merora 
telekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa peocabutan izin 
sehingga pembongkaran mcn:tra telekomunikasi )'ang tcmyata tidak scsuai dengan ketentuan 
Peratunm Bupati ioi. 

l Pasal 4 

- ) 
Tanggung jawab teknis pelaksanaan kerentuan Peramren Bupati ini dilaksanakan olch Lembaga 
Teknis Daereh atau Dinas yang ditunjuk oleb Oupati. 

Pasn13 

( I) Pengendalian dan Pengawasan penyetenggaran sena pengop<RSian menara dilakukan oleh 
Lcmbaga Teknis atau Dinas yang membidangi komunikasi dan ioformarika SCTta 3J19ta1 
kewilayahan, 

(2) Pengendalian pembanguuan fisik dan penggunaan menara dilakukan oteh ixjabat yang 
ditunjuk Bopati berdasarksn laporan DinaslUmbaga tcknis yang membidangi komunikosi 
dan informarika serra aparat kewilayaban atau masyarakat, 

• Pasal 2 

BABII 
PEMBENTIJKAN TIM PENGEN"DALlAN DAN PENGA\VASAN 

J 

10. Janngan Utama adalah bagian dari janngan i:nfntslnJ.l.:rur telckomunikasi ):mg 
meoghobun.gkan berbagai elcmen jarmgan telekomunikasi } ang dapat betfuogsi seb.l.g.'li 
central trunk. Mobile Switching Center (MSC}. Base Station Controller (BSC) Radio 
Network Comroller (RNC}, dan Jaringan Tnmsmisi Utama (Backbone Tnw;missioo). 

I l. Wajib Retribusi adalah orang prihadi atau badan yang menunu pcraturan 
_perundang.undangon rctribusi di,\1ajibkan unruk mchtlotksn pemb3)'3ran re1.ribusi. 

rerrnasuk pemungut arau pemorong retribusi tertenru. 
12. Masa rerribusi adalah suatu jangka waktu tertenru yang merupakan batas waktu bagi wajib 

rctribusi uutuk memsnfaaikan jasa daa perizinan tertentu dari f>emerintah Daerah yang 
bersa.ngkulan. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selaojutnya disingkar SKRDl adalab surat 
ketetapan retribusi yang menenmkan besamya jumlah pokok retribus] y.t.ng terutang. 

14. Surat Tagihan retribusi Daerah yang selaojurnya disingkat SKRD. adalah surat untuk 
melakukan tagibao rerribusi dan I atau sanksi adminisu:asi berups bunga clan I atau <knda. 

15. Surat Kctcmpan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB. 
adalah surat ketetapan retribusi yang menenrukan juml:1.h kelebihan pembeyaran re.tn"busi 
karena jumlah kredit lebih besar dari pada rerribusi yang terutang atau sebarusnya tidal< 
tenuang. 



( I) Perhirungan rerribusi dihimng berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian 
menara telekomunikasi, dcngan memperharikan aspek tata ruang, keamanan dan lepeotingan 
umum. 

(2) Mengingat perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) diatas sulit 
diremukan semi memudahkan perhitungan, maka perhitungan retribusi mempecb.arikan 
parameter-parameter sebagai berikut: 
a. berdasarkan kawasan penempatan menara/Lokasi Menara (L~): 
b. berdasarken Penggunaan Menara (PM); dan 
c. berdasarkan Ketinggian Menarn (KM). 

Pasal 9 

BAB VD 
TATA CARA PERHIIUNGAN RE1RIBUSl 

(I) Tarif retribusi pengendalian menara sebcsar 2% ( dua persen) dari NJOP. 
(2) NJOP sebagaimans dimaksud pada ayat (I) adalah NJOP sebagaimana yang berlaku pada 

penerapau PBB. 
(3) Dalam hal objek retribusi behun diterl,itkan Surat Pemberitahuen Pajak Ted,utang PBB, maka 

penerapan nilai objck pajnk dihirung dengan mengacu pada Surat Edaran Direl..1Uf Jenderal 
Pajak Nomor SE-17/PJ.612003 Tentang Perunjuk Teknis Penilaian Bangunan Kbusus, •••u 
mengacu pada NJOP objek lainnya yang sejenis atan ketentuan p.,r.>tur.lD perundang­ 
undangan lainnya. 

(4) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh din.as yang berwenang 
untuk iru. 

Pasal 8 

BABVI 
TARIF DM NJOP 

Rcrribusi pengeudalian menara telekomunikasi ditetapkan dalam Tahun Retnbusi. 

Pasat 7 

BABV 
TAHUN R£TRUIUSI 

lnstansi Pemungut Retribusi J'engendalian Menara Telekomunikasi dilakukan oteh Dinas 
Komunikasi dan lnformarika Kabupaten Bekasi. 

Pasal 6 

BABlV 
lNSTANSI PEMUNGUT RETRIBUSI 

(I) Perubahan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomuniaksi diretapkan dengan Pcmturan 
Bup:ni rentang Peninjauan Tarif Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

(2) Persruran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan Kcpada DPRD 
Kabupaten Bekasl paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan. 

BAD ra 
rE','J;s;JAUAN TARII' RETRffiUSl 

Pasal S 



L' 

,ti 

(l) Penagihan retribusi didahului surnt tagihan, petaksanean penagihan dilal'llkan 7 {rujuh) hari 
se1elah jaruh tempo SK.RD dengan mengeluarkan surat bayar aiau pcnyetoran arau surat 
lainnyn yang sejenis. 

(2) Dalam jangka 7 (tt\juh) hari setelah ianggal swat tagihan atan peringatan atau sunn lainn~11 
yang seienis, wajib retribusi mclunasi rctribusi yang terhutang, 

(3) Surat tagihan atau surat peringeran atau surat lainnya scbagaimana dimiliud pac.1. a ayat (I) 
dikelunrkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(4) Beutuk surat penagjhan retribusi ditetapkan clan disediakaa oleh Dinas sebag.imana 
tercanmm dalam lampiran ll dan merupakao bagian yang tidak terpisallknn dengan Pera.tu.ran 
Bupati ini. 

I) 

I., 

Paso! l I • 

., 
{ 1) Pembayara.n atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SK.RD danlatruJ cara 

lain ke kas daerab melalui tempat pembayaran yang dirunjuk. 
(2) Pembayar a tau penyetoran retribusi dengan can, lain sebagai ditnaksud pada ayar (I) 

dilakukan pada Kas Daerah Kabuparen Bekasi pada Banl Jawa Barnt Cabang llel..,sL 
(3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaiman dimak.sud pada ayat (2~ wajib retnbusi wajib 

menyampaikan foto kopi bukti setoran amu bukti transfer ke Kepela Oinas atau pejalxu )an& 
ditunjuk. 

PasaJ 10 

BAB VIlJ 
TA TA CARA PEMBA Y ARAN, PENYtTORAN DAN 

TEMP AT PEMBA YARA~ R£TRIBUSI 

(6) Hasil perhitungan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam 
Nota Perhirungan. 

(7) Nola pcrhitungan retnbusi terhutang ditandatangani oleh pejabat yang dirunjuk dan Kepala 
Dinas. 

(8) Noia Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di.sampaikan kepada Wajib Rem1>usi 
unnrk diteliti, dikaji atau dikoreksi kesesuaiannya, 

(9) Hasil penelition Wajib Rerribusi atas nota perhitungan sebagaimana dimaksed pada ayot (8) 
disampaikan kembaf kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk selarnbat-Iambamya 7 
(tujuh) hari kalcnder sejak diterimu surat aiau setamber-Iambatnya 15 (Umu bclas) hari 
kalender seiak nota perhitungan tersebm disam.paikan melalui pos rercatat 

= LM+P~t+KM xNJOP Relribusi Terutang 

!'Ii l -.e :,,en masing-masing parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling besar 
~. ~ persem. 

14"1 ,,i.. l<><fosi<n sebagaimana dimaksud pada ayat (J) sebagaimana tereantum dalam lampiran 
peraruran ini. 

(5) Perhirungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan aym (3) diates, dirumuslam 
dalam formula sebagni bcrikut: 



' 

()) Setelah menerima tembusan permohonaa dari wajib reuibusi kepala unit kerja yang 
menangani melskukan penelitian clan pemeriksaan dilapangan aw pennobonan tersebut 
dengan melibatkan insrsnsi rerkait, 

(2) lnstansi tcrkait sebagaimana dimaksud pada ayar (1) adalah insrnnsi yeng secara ""1gsung 
berhubungan dengan penyelenggeraan mcnara telekomunikasi dan membum beraa acara 
pemeriksaan. 

Pasal 15 

D 

u 

(I) Wajib retribusi dapat mcngajukan pengurangan, keringanau dan pembcbasan retribusi 
kepada Bupati. 

(2) Permohonan pcngurangan, keringanan dan pernbebasan sebagaimana dimak.~ pada 
ayar (I) harus dinjukan tcrtulis kepada Bupari dengan tembusan kepada uoll kC1J• yang 
menangani disertai dengan alasan-atnsan yang bc:nar dan dapat dipertanggungjawabken. 

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2). memu:u data sebagai berikur: 
a. Nama wajib retribusl pengendalian menara telckornunik:asi; 
b. ,l\la01a1 wajib rctribusi pengendalian menara telekomunixasi: 
c. }WWR {Nornor Pokok Wajib Rerribusi); 
d. Ketetapan retribusi peogcndalian menara tclckomunikasi: 
e. Diianda-tangani wajib rerribusi, 

a Pasal 14 

' 
8AJ3XJ 

KETENTUAN PEl\,ffifJUAN PENGOR.\~GAN. KE=GANA.'1 
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Bcntuk-bentuk dokumen unusk melaksanid::an ptnagihan rctribusi terdiri : 
(I) Suttt.l Pcrmgihan Retril,usi Pengendalian Menara Telekomunikssi; 
(2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah; 

(3) fkntuk dokumen scbogaimana dimaksud dalam 4f.ll (J) <bn. ay:n (2) sdiagaimana terlampir dalam 
Iampirau Vl. lampiran VU dan merupakan bagian yang dd.U.. 1c:ripisa.hkrut dalam Pccaturnn 8UJ)3li ini .. 

Pasal 13 

BABX 
BENTUK BENTUK OOKU!lfEN Ul'(TUK PELAK.Si\NAA~ 

PENAGlHAN RETRlBUSI 

Bentuk, isi, buku, fonnulir dnn tanda bukti pcmbayaran retribusi yang dipcrgunakan unruk 
pelaksauaan penagihan retribusi tcrtuaug dalam lampiran W. lrunpi.ran IV dan lampmm V y.,og 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraruran Bupati ini. 

Pasal 12 

BABIX 
BE','TUI(, ISL, KUALITAS, UKURAl'I BUKt: 

DANT A. 'IDA BUKTI PEl\IDAY ARAN R£TRIBl.iSl 

• 



( J) Atas kejcbihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapru mengaju~an permohonan 
pengembalian kepada gupari. 

(2) Bupati dalaru jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan scjal diterimrutya penn~:u, 
pcngembaliaa kelebihan pembayaran retribusi pada ayat (I). barus memberikan 
kepurusan, 

(J) Apabila jangka wakm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati 
ridak membcrikan suatu kepurusan pennobonao pengembalian pembayaran o:tribusi 
dianggap dikabulkan daa SKRDLB (Surat Ketetapan Recribusi Daerah Lebih Bayar) barus 
segeru diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (saru) bulan. 

( 4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi 
sebegaimana dimaksud pada ayar (I) langsung diperhirur\Sl(an unruk melunasi terfebih 
dnhulu utang rerribusi tersebm. 

BABXIl 
TATA CARA l'ENGEMBALlAN KELEBIBA.N PEM.BAYARN'I RETRrBUSJ 

Pnsal 19 • 

Pembebasan Rerribusi Pengendalian Menarn Telekornunikasi diberjkan kepsda pemili.k cnenara 
relekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingao Negara S<:tebh mendapat kepowsao 
dari Bupati. 

Pasal 18 

(l). Besamya pemberian pengurangan keringanan retribus. pengendalian menera telck.omunikasi 
dih:orukan dengan perscnrase sebagai berikur : 
a. Pembangunan menara relekomonikasi baru tidak dapru diberi pengurangan, keringaoan 

maupun pembebasan; 
..I b. Unruk pemberian pengurangan atau keringan retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi minimal berusla 10 tahun dan maksimal berusia l5 tahun; 
c. Pemberian pengurangan arau kcringnnau maksimal ~oo-. dari SK.RD. 

(2) Penetapan pemberian penguraogan keringanan sebagaimana pada ayar ( I) bwuf (b) 
diperhitungkan sesuai dengan sura1 ketetapan retribusi pengendalian rocn:ua telekooumil:.ssi. 

Pasal 17 

( l) Dalam hal penetapan pemberian peagurangan. keringanen daa pernbebasaan retribusi ckagan 
mcmpcrtimbangkan aspek sosial, ekcnomi, budaya ruaupun Hngkungan wajib recribusi. 
Pertimbangan unruk aspek tersebut pada ayat (I) anmre lain sebagai berikut : 
a. Aspek Sosial adalah penyden_ggara menara relekcmunikasi rel.ab mclak.sanakan 

program CSR d<ngan baik; 
b. Aspek Ekonomi adalah penyelenggara mcnara telekomunikasi datam meroenuhi 

kewajiban pembayaran rctrebusi peagcodalian. menara telekomunikasi tepat waktu; 

c, Aspck Lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan 
ruang terbuka hijau. 

Pasal 16 



{I) lnsentif dibc::rikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Reoibusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi. 

Pasal 23 

(ll Hasil Retribusi Pcngcndalian Menara Tckkomunikasi dimanfaatkan unruk mc:ndukung 
penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kabopatcn Bckasi, 

{2) Memberikan Kcmantaatan da.n Kepastisn Hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. 

Pasal 22 

BAB XIV 
TATA CARA PEMANFAATANRETRJBllSJ 

DAN INSENTIFR£TRIBUSL 

• 
(I) Piutang retribusi rang tidak rnungkin dimgih lagi karena bak. unruk melal-ukan peaagihan 

sudah kedaluarsa dapat dihapuskan, 
(2) Bnpati menetapkan Kepurusan Penghapusan Piutaag Retribusi yang sudah kedaluarsa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) . 

Pasal 2 l 

(I) Hak unruk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa set:eLah melampaui wakru 
J (1iga) tahun 1erhi11111g sejak sao11en11angi,ya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukon 
tindak pidana di bidang retribusi. 

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud p.'lda ayat (l) tcmngguh jika; 
a. direrbitkan Sunn Teguran; atau 
b, ada pengakuen utang rettibusi dari wajib retribusi, baik laegsnng maupun tidak: 

langsung, 
.. (3) l)alam hat diterbitkan surar teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa 

penagihan dihitung sejak mnggal direnmanya surat tcguran tersebui. 
(4) Pengakuan utong retribusi secara Iangsung sebagaimana dimaksud pada 3)"'1 (1) huruf b 

adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatekan ruasih rnempunyai ntang rcttibusi 
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabuparee Bekasi. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ay111 (1) burufb 
dapat dikctahai dari pengajuan permohonan angsuren atau pc:mmdaa.n pembayaran ciao 
permoheuan keberatan oleh wojib retribusi. 

Pasal 20 

BABXIII 
TATA CARA PF:NGRAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA 

; Peegernbalian kclcbihan pembayaran retribusi sebagaimaaa dimaksud pada ayat ( t) 
dilako:k:m dalam jangka wakru paling JJ.m.:1 1 (dua) bubn sajn ditcrbit.kann)'3 SKROLB 
(Surat Keietapan Reuibusi Daerah Lebib Bayar), 

(61 Jika pengembalian kelebihan pembayaran reuibusi dilakukan setelab lewa1 2 (dua) bulan, 
Bupati rncmberikan imbaJau bunga sebesar 2% (dua persee) scb,ulao ams keterlambetan 
pembayaran kelebihan pembayarnn rembusi. 



Pasal 26 
(I) Besarnya Insemif ditctapkan paling nngg! 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan 

Retribusi Jasa Um.um dalam tahun :mggaran berkenaan enmk tiap jenis Retribusi. 
(2) Bessran inseotif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan roelalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tshun anggaran berkenaan. - 

• 

Pasal 25 
fnsenrifbersrnnber dari Pendaparan Rctribusi Jasa Umum sesuai dengan ketenruan peraruran 
perundang -undangan, 

- I 

• (8) Dalam ha! target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan 1idak tercapai, tidal< 

mcmbatalkan Insenrif'yang sudah dibayarbn untuk triwufan sebelumnya. 

(7) Datam hal target kinerja sneru ttiwulan tidak tercapai, lnsentif untuk triwulan 1ersebm 
dibayarkan pada awal eriwulan berikutnya yang telah mencapai targc1 lcinerja triwulan yang 

duentukan. 

d. Pelayanan kepada masyarakar, 

(6) Pemberian Iasentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibayarkan sctiap triwufan p.'lda 

awal tnwulan berikurnya. 

( 4) lnstansi Pelaksauaan Peruuegutan Retribusi ProgcndaLian Mcnara Telekomunikasi dap<U 
diberikan Jnsentif apabila meocapai kinerja rerrentu. 

(5) Pemberian Insentif sebagaimana dimoksud pads ayar (I) dimaksudkan unruk meoingkatkan; 
a. Kinerja lnstansi; 
b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi; 

c. Pcndapatan Daerah; dan 

• 
Pasal 24 

(! •-,,111 sebagaimana d,mal..s"d pada ayat (L) secara proposrooal dibayarkan kcpada; 
a Pejabat d::111 pegawai mstansi peleksana pemungutan Retribusi Peo.gend31ian Mensra 

Telekomunikasi seseai dengan tanggung jawab masing-masiag; 
b. Kepala Deerah d:m \Vakil Kepala Daerah sebagai penanfillung jawab pengelolaan 

keuangan daerah; 
c. Sekretaris Daerah setaku koordinator pengelotaan keuangan dacrab; 
d. Pihak lain yang membanru lnsransi Pelaksana Pemungutanan dan Rctnl>usi Pengendalian 

Menara Telekomunikasi. 
(3) Pemberian Jnsenrif kepada Kcpala Daerah, \Vakil Kepala Oaerab dan Sekretarls Oacrah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberil:an dalam hal bdum 

diberlakukan ketennen mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan. 



Ditetapkan di Cibrang Pusat 
pada tanggal 12 Ko,·ernber 2014 

I 1--I· BLJPATJ BE~SI rt 

a l <!/HJ.N~AffY""" 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dcngan 
penernpatannya dalam Berira Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pcrnturan Bupari ini mclai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal JO • • 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaanaya 
akan ditetapkan lebih lanjut dengan kcputusan Buapti dan I atau Keputusan Kcpala Dinos. 

• 

Pasal 29 

BABXVU 
KETE:','TliA."i PENUTUP 

(1) Setiap wnjib retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang tidak membayar tepat pada 
wakrnoya aiau kurang membayar dikenakan sanksi admmistrasL 

(2) Sanksi admlnisrrasl sebagaimana dimaksud pada ayni (I} dikenakan bunga 2% (dua persen) 
setiap bulannya dari retribusi yang rerhutang atau kurang dibayar. 

Pasal 28 • 
BABXVI 

TATA CARA PEMBERIAN SANKS! ADJ\U:\'lSTRASl 

Pelanggaran ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi administrasi berupa : 
(I) Dalam hal Menara yang tidak dilcngkapi IMB maka dikenai sanksi bcrupa pembong.kar.>n 

dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Dalam ha! pengguna menara tidak mcmpunyai lzin Gangguan maka dikenai S3Dksi berupa 

penghenrian fungsi perangkat tclckomunikasi pada menara tcrsebm. dengan ketentuan : • 
a. Pengguna Menara iersebui dibcrikan waktu 7 (tujuh) bari kalender uaruk menghentik«I(" 

sendiri fungsi perangkat telekomuoikasinya pada Menara tersebut; 
b. Apabila waktu 7 (tujuh) hari kalender teleh habis dan pengguna Men:ua tidak 

menghenrikan fungsi perangkai telekomunikasi pada Meeara tersebut, maka pengbeorian 
fungsi akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, 

Pasal 27 

BABX\ 
TAT A CARA PE:-rJA TUHAN SANKS I ADJ\lll\ lSTR.-\SI 


